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Abstrak 

 

Reka TiaVinola IfaniSari /222017066/2022/ Analisis Kepauhan Wajib Pajak Dalam 

Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada 

BAPENDA Kabupaten PALI.  

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimanakah 

kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan Kabupaten PALI. Tujuannya untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam 

meningkatkan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupaten PALI. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Tempat penelitian dilakukan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten PALI. Operasional variabel yang digunakan adalah 

Kepatuhan wajib pajak. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara menguraikan dan menjelaskan bagaimana kepatuhan 

wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 

Kabupaten PALI. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerimaan BPHTB belum 

mencapai target yang telah ditentukan hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak 

Kabupaten PALI belum patuh terhadap kewajiban pajak. 
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Abstract 

 

Reka TiaVinola IfaniSari /222017066/2022/ The Effect of Receipts on Land and Building 

Rights Acquisition Fees (BPHTB) on Taxpayer Compliance with the Pali Regency BAPENDA. 

 

 

This research was conducted to answer the existing problem, namely how is the compliance of 

taxpayers in increasing the tax revenue for the acquisition of land and building rights in PALI 

Regency. The aim is to determine the compliance of taxpayers in increasing the receipt of fees for 

the acquisition of land and building rights in PALI Regency. This research uses descriptive 

research. The place of research was carried out at the Regional Revenue Agency of PALI Regency. 

The operational variable used is taxpayer compliance. The data used in this research is secondary 

data. The data collection method used in this research is to use observation and interviews. The 

data analysis technique used in this research is to describe and explain how taxpayer compliance 

in increasing the tax revenue for the acquisition of land and building rights in PALI Regency. The 

results show that BPHTB revenue has not reached the predetermined target, this shows that PALI 

Regency taxpayer compliance has not complied with tax obligations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi 

pemerintah yang didapat dari iuran wajib rakyat kepada negara. Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

restribusi daerah, pemerintah diberikan kewenangan seluas luasnya untuk 

mengelola asset derahnya dalam merinci dan memungut pendapatan bagi 

daerahnya sendiri. Agar satu daerah provinsi atau kabupaten dapat 

memberikan hasil atau pendapatan dapat dilakukan melalui Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang diambil atau dipungut dari pajak dan restribusi. 

Sehubungan dengan adanya otonomi, daerah dituntut untuk dapat 

membiayai pembiayaan otonomi daerah. 

Kebijakan pengalihan wewenang pemungutan BPHTB dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota telah 

menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan dan penyelesaian BPHTB 

karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturan dalam ketentuan 

peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelola BPHTB yang 

telah diproses selama masa peralihan. Masa peralihan tersebut dimulai 

sejak berlakunya Uu No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2010 sampai sebelum tanggal 
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efektifnya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan BPHTB ( 

Aesen, Grace dan Rudy, 2015) 

Kabupaten PALI sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan 

membangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam 

bentuk prakarsa baik dalam menetukan kebijakan, perencanaan, 

pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya 

apabila dilihat dari segi penerimaan pajak daerah. Dikabupaten PALI 

dalam rangka pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk 

melaksanakan otonomi daerah masih mengalami kendala utama khususnya 

dalam menggali pendapatan asli daerah melalui pajak Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan. 

Pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk di tingkatkan 

penerimaannya adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). Namun kenyataan pajak tersebut selama ini tidak pernah 

mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap 

memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya 

pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

merupakan salah satu jenis kegiatan penerimaan berupa pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah indonesia dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah 

baik untuk menyelenggarakan pemerintah maupun pembangunan. Bea 
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Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat juga di artikan sebagai 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 

atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan (undang-undang 

nomor 20 tahun 2000) sebenarnya dilihat dari pengertiannya sudah jelas 

sekali bahwa apabila kita memiliki aset seperti tanah dan bangunan maka 

seharusnya masyarakat bisa mengerti dan wajib membayar pajak tersebut 

sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah.  

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada dasarnya 

dikenakan atas setiap perolehan hak yang diterima oleh orang atau badan 

dan terjadi dalam wilayah hukum negara indonesia. Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang terutang dan harus 

dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan. 

Wajib pajak diharuskan membayar pajak BPHTB tersebut apabila mereka 

melakukan perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Berikut Rekapitulasi data penerimaan pajak bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB) kabupaten pali tahun 2018-2020. 

Tabel I.I 

Realisasi dan Target Penerimaan BPHTB 

NO TAHUN TARGET REALISASI % 

1 2018 966.548.507 966.548.507 148,69 

2 2019 650.000.000 813.003.003 125,08 

3 2020 1.600.000.000 559.061.050 34,94 

    Sumber : BAPENDA Kabupaten PALI Tahun 2020 
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Fenomena dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan antara lain yang menjadi penyebab penerimaan pajak 

BPHTB tidak sesuai target antara lain : pertama, karena penurunan jumlah 

transaksi jual beli bangunan dan tanah pada tahun 2020. Kedua, karena 

kurangnya sosialisasi dari pihak badan pendapatan daerah mengenai 

pemungutan pajak BPHTB. Ketiga, sama seperti daerah lain belum 

tertibnya administrasi, masyarakat mau mengurus BPHTB jika ada urusan 

contoh masyarakat mau mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM), Akta Jual 

Beli (AJB), untuk peminjaman Bank yang syarat dari semua itu harus 

melampirkan bukti lunas PBB dan BPHTB. Keempat, selain itu pihak 

pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya setiap bulan melaporkan 

jumlah transaksi jual beli, laporan itu ditujuan melalui kantor BAPENDA 

setiap tanggal 10 diawal bulannya. Kelima, perekonomian masyarakat 

belum stabil dimasa pandemi sekarang. 

Keterlibatan dan kepedulian wajib pajak sangat diperlukan agar 

target serta realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dapat meningkat dan mencapai dari target yang ditetapkan. Jika 

realisasi belum mencapai target maka hal tersebut masih harus digali lagi 

apakah dari wajib pajak sendiri kurang memahami ataukah kurangnya 

sosialisasi dari pihak pemerintah sehingga wajib pajak merasa hal tersebut 

tidak terlalu penting padahal pajak yang dibayarkan tersebut merupakan 

kewajiban sebagai warga negara indonesia serta pajak yang dibayarkan 
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akan menjadi dana timbal balik yang akan digunakan untuk kepentingan 

masyarakat itu sendiri.  

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam 

melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat 

Pemberitahan dan tidak mempunyai tunggakan pajak ( Siti.2019:193). 

Penelitian sebelumnya menurut Aesen wenny santoso dkk,(2015) 

menyatakan hasil analisis Evaluasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan 

Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara ditemukan bahwa 

hasil BPHTB menjadi pajak daerah yang berpotensi meningkatkan 

pendapatan asli Daerah dan berpontensi meningkatkan local taxing power 

kabupaten dan kota. 

Penelitian sebelumnya menurut Meilan Agu dkk,(2015) menyatakan 

hasil analisis evaluasi penerapan sistem pajak bea perolehn hak atas tanah 

dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah pada dinas pendapatan daerah 

kabupaten minahasa tenggara ditemukan bahwa hasil untuk mengetahui 

bagaimana penerapan sistem pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB sebagai 

pajak daerah, serta faktor-faktor penghambat dalam penerapan sistem 

pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB. 

Menurut (Najah dan linda, 2016) menyatakan hasil dari sistem 

prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 
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di DPPKAD Kota Gorontalo sudah sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 

tahun 2011 yang telah diterapkan oleh peraturan wali kota gorontalo. 

Sedangkan kendala yang dialami DPPKAD kota gorontalo adalah kurangnya 

kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pemungutan BPHTB, wajib 

pajak kadang terlambat melakukan pembayaran, serta kurangnya petugas 

lapangan dari DPPKAD. 

Menurut Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar, (2017) 

menyatakan hasil pemgujian BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau Ditemukan bahwa hasil pengujian 

menunjukkan bahwa BPHTB dan PBB berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah di provinsi kepulauan riau.   

Penelitian sebelumnya menurut Ahmad Yunani dan Helda Yuliana (2020) 

menyatakan Analisis Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Banjar ditemukan bahwa untuk 

mengetahui seberapa besarnya kontribusi tersebut, bagaimana efektivitas dan 

efesiensinya, bagaimana potensi pajak BPHTB, apa saja yang menjadi 

kendala dalam pemungutan BPHTB dan strategi apa yang perlu di lakukan 

untuk meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan serta 

dengan fenomena yang ditemui, maka penulis tertarik untuk membahas 

dan menganalisanya dengan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)”. 
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B. Rumusan Masalah 

berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah nya dalam 

penelitian ini bagaimanakah analisis kepatuhan wajib pajak dalam 

Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan 

wajib pajak dalam meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah Dan Bangunan. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya menyangkut 

tentang pajak daerah di kabupaten pali. Memperdalam ilmu pengetahuan 

mengenai pentingnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan (BPHTB) terhadap kepatuhan wajib pajak  

2. Bagi Kantor BAPENDA Kabupaten PALI 

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam mengambil 

kebijakan khususnya dalam mengatasi penerimaan bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap kepatuhan wajib pajak 

3. Bagi Almamater  

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi untuk melakukan penelitian 

dimasa yang akan datang tentang permasalahaan yang sama.
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